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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), 
Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR), 
dan Jumlah Sarana Kesehatan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan Tahun 
2017. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang terletak di Kabupaten 
Wonogiri yang berjumlah 251 desa.Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana 
data yang diperoleh langsung dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wonogiri. 
Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling yang merupakan 
metode pemilihan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan tujuan 
penelitian. Diperoleh sampel 208 desa yang dianalisis dengan metode regresi linier 
berganda dengan program SPSS 21.00. Hasil penelitian ini  diperoleh angka koefisien 
determinasi dengan Adjusted R square sebesar 0,041 atau 4,1%. Hal ini berarti bahwa 
variabel Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan dapat dijelaskan oleh variabel 
PADesa, DD, ADD, dan Jumlah Sarana Kesehatan sedangkan sisanya 95,9% 
dijelasakan oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti. Hasil penelitian 
menyatakan bahwa Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja 
Desa Bidang Kesehatan. Sedangkan Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, Jumlah 
Sarana Kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa 
Bidang Kesehatan.  
 
Kata Kunci: PADesa, DD, ADD, Jumlah Sarana Kesehatan dan Alokasi Belanja Desa 
Bidang Kesehatan. 
Abstract 
The purpose of this research is to examine the influence of local revenue (PADesa), 
Village Fund (DD), Village Allocation Fund (ADD), and Number of Health Facility to 
Allocation of Health Village Expenditure in Wonogiri Regency in 2017. The population 
in this study is all the villages in Wonogiri Regency as many as 251 villages. This study 
uses secondary data that data obtained directly from the Office of Village Community 
Empowerment Wonogiri District and Central Statistics Agency Wonogiri regency. This 
research uses purposive sampling with sampling method according to certain criteria. 
This study obtained 221 villages as sample and analyzed by multiple linear regression 
analysis using SPSS 21.00 program. The results showed that the coefficient of 
determination with Adjusted R square obtained 0,041 points or 4.1%. That is, 4.1% 
variables of agricultural expenditure variables can be explained by PADesa, DD, ADD, 
and Total Health Facility, while the rest of 95.9% is explained by other factors. 
However, in partial research indicates that DD has a significant influence on the 
allocation of village health spending. While PADesa, ADD, and Total Health Facility 




Keywords: PADesa, DD, ADD, Total Health Facilities and Allocation of Village 
Expenditure for Health Sector. 
 
1. PENDAHULUAN 
Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Indonesia sebagai sebuah 
negara dibangun diatas dan dari desa. Desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang 
otonom dan berdaulat penuh. Desa juga telah memiliki sistem dan mekanisme 
pemerintahan serta norma sosial masing-masing sejak dulu. Namun, sampai saat ini 
pembangunan desa masih dianggap seperempat mata oleh pemerintah. Kebijakan 
pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusianya 
sangat tidak terpikirkan. 
Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa , desa sebagai sebuah 
kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait 
pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa  serta proses 
pembangunan desa. Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat 
menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri 
dengan berdasarkan potensi yang dimiliki untuk mencapai pembangunan desa, serta 
memiliki kekayaan dan asset. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk 
tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Dengan adanya 
otonomi desa akan berdampak pada perubahan sistem pemerintahan desa. Maka 
diharapkan, otonomi dapat mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good 
governance). 
Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa (APBDes) merupakan pertanggungjawaban dari pemegang 
manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa 
kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa 
rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi 
pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa terdiri dari 
Pendapatan Asli Desa (PADes), Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Sedangkan belanja 
desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Klasifikasi belanja desa 
menurut kelompok terdiri dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang 
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Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Belanja Tak Terduga.  
Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan  Asli Desa 
(PADes) merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak 
asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil 
usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli 
desa. PADes juga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk 
memperkuat keuangan desa dalam pembangunan dan pengelolaan desa. Maka dari itu 
optimalisasi pendapatan asli desa sangatlah penting. Apabila PADes dapat ditingkatkan 
maka desa tersebut juga akan mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan 
pembangunan untuk desa tersebut sehingga dapat terwujud desa yang mandiri guna 
memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas-fasilitas umum di desa seperti halnya 
fasilitas-fasilitas dalam bidang kesehatan.  
Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2015), Dana Desa (DD) 
merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
ditujukan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pengalokasian dana desa diharapkan agar dapat 
meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan 
pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan 
pembangunan atar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari 
pembangunan. Pengalokasian dana desa dilakukan dengan menggunakan alokasi yang 
dibagi secara rata dan alokasi yang dibagi berdasar jumlah penduduk, angka kematian, 
luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Hal yang menjadi prioritas dari penyaluran 
dana yaitu pada implementasi pengalokasian dana desa. Penggunaan Dana Desa 
diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 
Kebutuhan pembangunan meliputi kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan 
kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Pelayanan dasar yang diberikan antara lain 
pendidikan, infrastruktur dasar dan kesehatan. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 tentang pedoman 
pengelolaan keuangan desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa 
(ADD) berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan 
Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa 
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paling sedikit 10%. Menurut Wahyuddin (2016),  dengan adanya Alokasi Dana Desa 
(ADD) diharapkan dapat membantu desa atau memfasilitasi agar desa tersebut memiliki 
peluang untuk meningkatkan pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des), 
pemberdayaan masyarakat dan dapat membiayai segala urusan pemerintahan. 
(http://desanaurang.blogspot.co.id,2016, diakses pada tanggal 12 Oktober 2017). 
Di Indonesia hampir seluruh provinsi menjalankan program pemberdayaan desa 
karena dari banyaknya provinsi di Indonesia mayoritas penduduk tinggal di pedesaan 
yang salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah dan juga sebagian dari wilayah yang 
dimiliki Provinsi Jawa Tengah yaitu pedesaan dengan jumlah 7.809 desa. Kabupaten 
Wonogiri adalah salah satu dari seluruh kabupaten yang ada di Jawa Tengah yang 
memiliki 25 Kecamatan, 43 Kelurahan dan 251 Desa. Program pemberdayaan desa 
yang dilakukan Kabupaten Wonogiri salah satunya adalah dalam bidang kesehatan. 
Untuk menunjang hal tersebut maka jumlah sarana kesehatan sangatlah penting dan 
dapat dikatakan menjadi tolok ukur apakah kesehatan di Kabupaten Wonogiri baik atau 
belum. (Profil Kesehatan Kabupaten Wonogiri 2013 dan http://jateng.bps.go.id/). 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa akan 
mendapatkan kucuran dana bersumber APBN rata-rata Rp. 1 Miliar per desa setiap 
tahunnya. Kucuran dana sebesar ini akan sangat besar artinya bagi pemberdayaan 
masyarakat desa, termasuk dalam bidang kesehatan. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
(PHBS) dan pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) 
akan lebih mungkin diupayakan di tingkat rumah tangga di desa. Peningkatan status 
kesehatan masyarakat merupakan tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat 
dampak yang akan dicapai dengan meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan 
dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif. 
Sasaran kegiatannya yaitu meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan dan promosi 
kesehatan kepada masyarakat dan indikator pencapaian sasaran tersebut diantaranya 
adalah Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM sebesar 50%. 
Berdasarkan latar belakang diatas peneliti termotivasi untuk meneliti “Pengaruh 
Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan 
Jumlah Sarana Kesehatan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan Tahun 




2. METODE PENELITIAN  
2.1 Jenis Penelitian  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian ini 
digunakan untuk menganalisis dan menguji data yang berhubungan dengan masalah 
Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), 
dan Jumlah Sarana Kesehatan Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan. 
2.2 Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa-desa di Kabupaten Wonogiri yang 
memiliki 25 Kecamatan, 43 Kelurahan dan 251 Desa. Teknik sampling dalam penelitian 
ini menggunakan purposive sampling, yaitu dimana pemilihan sampel berdasarkan 
kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian, kriteria sampel yang digunakan 
adalah Desa-desa yang terletak di Kabupaten Wonogiri dan Desa-desa di Kabupaten 
Wonogiri yang telah mengumpulkan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
dari bulan Januari-Juli 2017 secara lengkap. Dari seluruh desa yang ada di Kabupaten 
Wonogiri dengan total 251 desa diperoleh sampel sebanyak 221 desa yang telah 
memenuhi kriteria. 
2.3 Data dan Sumber Data  
Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, dimana data yang 
diperoleh langsung dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wonogiri dan Data 
Potensi Desa dari Aplikasi Tableau Reader 9,1. Menurut Uma Sekaran (2011), Data 
sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber 
yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, 
publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya. 
2.4 Definisi Operasional Variabel 
2.4.1 Variabel Dependen 
2.4.1.1 Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan 
Belanja Desa termasuk salah satu bagian dari APBDesa yang mana Belanja Desa 
meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 
1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. 
Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang 
disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah 
Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Kebutuhan yang 
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dimaksud meliputi pada kebutuhan primer, pelayanan dasar,lingkungan, dan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat Desa. Kebutuhan pembangunan salah satunya adalah 
pelayanan dasar seperti kesehatan. Dalam penelitian ini Belanja Desa Bidang Kesehatan 
diketahui dari Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017.  
2.4.2 Variabel Independen 
2.4.2.1 Pendapatan Asli Desa 
Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang berasal dari 
kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. 
Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong 
royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Dalam penelitian ini Pendapatan Asli Desa 
diketahui dari Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017. 
2.4.2.2 Dana Desa 
Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang ditujukan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini Dana Desa 
diketahui dari Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017. 
2.4.2.3 Alokasi Dana Desa 
Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari 
Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah 
Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%. Pemberian Alokasi Dana Desa 
merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelengarakan otonominya agar 
tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar 
keanekaragamam, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. 
Dalam penelitian ini Dana Desa diketahui dari Dokumen Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Tahun 2017. 
2.4.2.3 Jumlah Sarana Kesehatan 
Sarana kesehatan merupakan salah satu sarana yang vital. Sarana kesehatan yang ada 
dalam desa meliputi Sarana kesehatan di desa bersumber daya masyarakat, Dalam 
rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berbagai upaya 
dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat. 
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Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) diantaranya yaitu Posyandu, 
Poskesdes,dan Polindes. 
Banyaknya jumlah sarana kesehatan di suatu wilayah secara tidak langsung 
menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat. Untuk mencapai pembangunan yang 
berkualitas tentunya diperlukan sumber daya yang juga berkualitas, sehingga perlu 
diupayakan kegiatan dan strategi pemerataan kesehatan dengan mendayagunakan 
segenap potensi yang ada. Dalam penelitian ini Jumlah Sarana Kesehatan diproksikan 
dengan jumlah total atas Polindes, Poskesdes, dan Posyandu yang diperoleh dari Data 
Potensi Desa (Aplikasi Tableau Reader 9.1).  
2.5 Metode Analisis Data 
Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah Analisis regresi linier 
berganda Uji regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa 
variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Analisis regresi linier 
berganda dilakukan dengan Uji Koefisien Determinasi (Uji R-Square), Uji T, dan Uji 
F.Model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut : 
BKes = a + b1PADes + b2DD + b3ADD + b4JmlSrnKes + ε 
Keterangan: 
BKes   = Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan 
PADesa = Pendapatan Asli Desa 
DD  = Alokasi Dana Desa 
ADD  = Dana Desa 
Jml Srn Kes = Jumlah Sarana Kesehatan 
a  = Konstanta Regresi 
b1, b2, b3, b4 = Koefisien Regresi 
ε  = error 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Populasi dalam penelitian ini adalah Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa seluruh desa tahun 2017 di Kabupaten Wonogiri. Dari seluruh desa yang ada di 
Kabupaten Wonogiri dengan total 251 desa diperoleh sampel sebanyak 221 desa yang 
telah memenuhi kriteria., untuk menguji hipotesis dengan regresi linier berganda. 
Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan diperoleh jumlah sampel dari penelitian ini. 
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Tabel 1. Penentuan Jumlah Sampel 
Sumber data: Data sekunder diolah peneliti, 2018 
Berdasarkan penentuan jumlah sampel yang diambil sesuai dengan kriteria 
diperoleh jumlah sampel sebanyak 221 desa. 
3.1 Statistik Deskriptif 
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis dengan menggunakan 
statistik-statistik yang dapat dilihat dari jumlah data, nilai minimun, nilai maksimum, 
nilai rata-rata, dan standar deviasi dari PADesa, DD, ADD, Jumlah Sarana Kesehatan, 
dan Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan. Hasil statistik deskriptif sebagai berikut : 
Tabel 2. Statistik Deskriptif 
  N Minimum Maximum Mean Std.Deviation 
PADesa 221 0 261600000 41178314 36086467 
DD 221 657393000 1565315000 793724448 57012954.5 
ADD 221 0 831155000 471206520 69125347.1 
Jml_Srn_Kes 221 2 31 8.19 3.635 
Kesehatan 221 0 130000000 13150063 17304407.4 
Valid N 
(listwise)  
221         
Sumber data: Data sekunder diolah peneliti, 2018 
Berdasarkan tabel 3.2 tersebut nilai mean, untuk Alokasi Belanja Desa Bidang 
Kesehatan adalah sebesar 13.150.063,37, nilai minimum sebesar 0,00, nilai maximum 
sebesar 130.000.000,00 dan nilai standar deviasi sebesar 17.304.407,36. Nilai mean dari 
Pendapatan Asli Desa (PADesa) adalah sebesar 41.178.314,48, nilai minimum sebesar 
0,00, nilai maximum  sebesar 261.600.000,00 dan nilai standar deviasi sebesar 
36.086.467,04. Nilai mean dari Dana Desa (DD) adalah sebesar 793.724.448,0, nilai 
minimum sebesar 657.393.000,00, nilai maximum sebesar 1.565.315.000,00 dan nilai 
standar deviasi sebesar 57.012.954,47. Nilai mean dari Alokasi Dana Desa (ADD) 
Sampel Jumlah 
Desa di Kabupaten Wonogiri 251 
Desa yang tidak mengumpulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa sampai dengan Juli 2017 
(26) 
 
Desa yang datanya tidak lengkap (3) 
Jumlah seharusnya 222 
Desa yang tidak memenuhi kriteria sehingga harus di outlier (data 
ekstrim) 
(1) 
Jumlah sampel yang digunakan dan diolah 221 
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adalah sebesar 471.206.519,9, nilai minimum sebesar 0,00, nilai maximum sebesar 
831.155.000,00 dan nilai standar deviasi sebesar 69.125.347,10. Nilai mean dari Jumlah 
Sarana Kesehatan adalah sebesar 8,19, nilai minimum sebesar 2, nilai maximum sebesar 
31 dan nilai standar deviasi sebesar 3,635. 
3.2 Uji Asumsi Klasik 
3.2.1 Hasil Uji Normalitas 
Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Model Central Limit Theorem 
(CLT). Menurut Lind (2014:300-301), Model Central Limit Theorem (CLT) adalah 
model yang handal untuk melihat uji normalitas dimana dengan model ini apabila 
sampel yang diuji diatas atau sama dengan 30 (n≥30) maka distribusi sample dianggap 
normal. Sehingga dalam model CLT mayoritas para ahli statistika menganggap sampel 
dengan jumlah 30 atau lebih sudah cukup besar untuk diasumsikan mendekati distribusi 
normal. 
3.2.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 
variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 
homokesdastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik 
yaitu homokesdastisitas, atau tidak terjadinya heterokedastisitas (Imam Ghozali, 2011: 
139-143). Pengujian pada penelitian ini menggunakan uji glejser, Dasar pengambilan 
keputusan uji heteroskedastisitas adalah: 
1) Jika nilai sigifikansi > 0,05 kesimpulannya adalah data tidak terjadi 
heteroskedastisitas. 
2) Jika nilai signifikansi < 0,05 kesimpulannya adalah terjadi heteroskedastisitas. 
Uji glejser yang dilakukan dari kelima variabel independen tidak terjadi 
heteroskedastisitas karena memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Hasil dari uji 








Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Variabel   Sig.    Keterangan 
PADesa   0,635  Tidak terjadi heteroskedastisitas 
DD   0,926  Tidak terjadi heteroskedastisitas 
ADD   0,209  Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Jml Sarana Kes  0,514  Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Sumber data: Data sekunder diolah peneliti, 2018 
Berdasarkan hasil tabel 3.3 diketahui uji glejser yang dilakukan dari kelima 
variabel independen tidak terjadi heteroskedastisitas karena memiliki nilai signifikansi 
lebih dari 0,05. 
3.2.3 Hasil Uji Multikolinearitas 
Untuk mengetahui hasil menguji multikolinieritas dengan cara melihat nilai VIF 
masing-masing variabel independen, jika nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan data 
bebas dari gejala multikolinieritas (Ghozali, 2011). Hasil uji multikolinearitas dapat 
dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini: 
Tabel 4.Hasil Uji Multikolinearitas 
Variabel Tolerance VIF  Keterangan 
PADesa 0,988 1,016 Tidak terjadi multikolinearitas 
DD 0,793 1,260 Tidak terjadi multikolinearitas 
ADD 0,794 1,259 Tidak terjadi multikolinearitas 
Jml Sarana Kes 0,833 1,202 Tidak terjadi multikolinearitas 
Sumber data: Data sekunder diolah peneliti, 2018 
Berdasarkan tabel 3.4 dapat diketahui bahwa VIF < 10 dan nilai toleransi > 0,1 
sehingga tidak terjadi multikoliniearitas. 
3.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda 
Berikut ini hasil uji regresi berganda pada tabel 5 sebagai berikut : 
Tabel 5.Hasil Uji Regresi Linear Berganda 
Variabel B Std.Error t Sig 
Konstanta -29762251.414 22001595.043 -1.353 0,178 
PADesa 0,018 0,032 0,575 0,566 
DD 0,057 0,022 2,523 0,012 
ADD -0,014 0,019 -0,733 0,464 
Jml Srn Kes 428553.451 344390.137 1,244 0,215 
R square = 0,058 F-hitung = 3,345 
Adjust R square = 0,041 Sig = 0,011 
Sumber data: data sekunder diolah peneliti, 2018 
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Hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 3.5 secara sistematis dapat 
ditulis persamaannya sebagai berikut: 
KES= -29762251.414+ 0,018 (PADESA) + 0,057 (DD) – 0,014 (ADD) – 428553.451 
(Jml Srn Kes) + e 
Interpretasi dari masing-masing koefisien variabel adalah sebagai berikut : 
a) Konstanta sebesar -29762251.414bernilai negatif, yang artinya apabila PADesa, 
DD, ADD, dan Jumlah Sarana Kesehatan adalah 0, maka nilai alokasi belanja desa 
bidang kesehatan sebesar -29762251.414. 
b) Koefisien PADesa sebesar 0,018dengan tanda positif artinya jika variabel PADesa 
meningkat sebesar satu satuan maka alokasi belanja desa bidang kesehatan 
mengalami peningkatan sebesar 0,018 satuan, jika variabel PADesa menurun 
sebesar satu satuan maka alokasi belanja desa bidang kesehatan mengalami 
penurunan sebesar 0,018. 
c) Koefisien DD sebesar 0,057 dengan tanda positif artinya apabila variabel DD 
meningkat sebesar satu satuan maka belanja desa bidang kesehatan akan meningkat 
sebesar 0,057 satuan, jika variabel DD mengalami penurunan satu satuan maka 
alokasi belanja desa bidang kesehatan mengalami penurunan sebesar 0,057. 
d) Koefisien ADD sebesar -0,014 dengan tanda negatif artinya apabila variabel ADD 
mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka alokasi belanja desa bidang 
kesehatan mengalami penurunan sebesar 0,014, sebaliknya apabila variabel Jumlah 
Sarana Kesehatan mengalami penurunan sebesar satu satuan maka alokasi belanja 
desa bidang kesehatan mengalami kenaikan sebesar -0,014satuan. 
e) Koefisien Jumlah Sarana Kesehatan sebesar 428553.451dengan tanda positif 
artinya apabila variabel Jumlah Sarana Kesehatan meningkat sebesar satu satuan 
maka alokasi belanja desa bidang kesehatan akan meningkat sebesar 
428553.451satuan, jika variabel Jumlah Sarana Kesehatan mengalami penurunan 
satu satuan maka alokasi belanja desa bidang kesehatan mengalami penurunan 
sebesar 428553.451.  
3.3 Hasil Uji Hipotesis 
3.3.1 Uji T 




Tabel 6.Hasil Uji t 
Variabel         Sig        Keterangan 
PADesa 0,575 0,566 1,971007 H1 ditolak 
DD 2,523 0,012 1,971007 H2 diterima 
ADD -0,733 0,464 1,971007 H3 ditolak 
Jml Srn Kes 1,244 0,215 1,971007 H4 ditolak 
Sumber data: data sekunder diolah oleh peneliti, 2018 
Hasil Pengujian sebagai berikut: 
1) Dapat diketahui bahwa variabel PADesa,         (0,575) lebih kecil dari         
(1,971007) atau dilihat dari nilai signifikansi 0,566 > 0,05 sehingga H1 ditolak 
bahwa PADesa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja desa 
bidang kesehatan. 
2) Variabel DD,         (2,523) lebih besar dari         (1,971007) atau dilihat dari 
nilai signifikansi 0,012< 0,05 sehingga H2 diterima bahwa DD berpengaruh secara 
signifikan terhadap alokasi belanja desa bidang kesehatan. 
3) Variabel ADD,         (-0,733) lebih kecil dari        (1,971007) atau dilihat dari 
nilai signifikansi 0,464>0,05 sehingga H3 ditolak bahwa ADD tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap alokasi belanja desa bidang kesehatan. 
4) Variabel Jumlah Sarana Kesehatan,         (1,244) lebih kecil dari         
(1,971007) atau dilihat dari signifikansi 0,215 > 0,05 sehingga H4 ditolak bahwa 
Jumlah Sarana Kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi 
belanja desa bidang kesehatan. 
3.3.2 Uji F 
Hasil sebagaimana tercantum dalam tabel 7 
Tabel 7.Hasil Uji F 
                Sig  Keterangan 
3,345 2,413444 0,011  Hipotesis Alternatif diterima 
Sumber Data: data sekunder diolah oleh peneliti, 2018 
 
Hasil uji F dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai         3,345 lebih 
besar dari        2,413444 sehingga dapat diketahui bahwa variabel PADesa, DD, ADD, 
dan Jumlah Sarana Kesehatan berpengaruh secara simultan terhadap alokasi belanja 




3.3.3 Uji R-Square (Uji koefisien determinasi)  
Adapun hasilnya sebagaimana tercantum dalam tabel 8 
Tabel 8.Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) 
 R   R Square  Adjusted R Square 
 0,242   0,058   0,041 
Sumber Data: data sekunder diolah peneliti, 2018 
Berdasarkan dari hasil perhitungan untuk nilai R² diperoleh angka koefisien 
determinasi dengan Adjusted R Square sebesar 0,041 atau 4,1%. Hal ini berarti bahwa 
variabel Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan dapat dijelaskan oleh variabel 
PADesa, DD, ADD, dan Jumlah Sarana Kesehatan sedangkan sisanya 95,9% 
dijelasakan oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti. 
3.4 PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
3.4.1 Pengaruh PADesa terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan 
Variabel PADesa dapat diketahui nilai          sebesar 0,575 lebih kecil dari        
1,971007 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,566>0,050 oleh karena itu H1 
ditolak, artinya Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan.  
Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan  Asli Desa 
(PADes) merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak 
asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil 
usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli 
desa. PADes juga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk 
memperkuat keuangan desa dalam pembangunan dan pengelolaan desa. Di era sekarang 
ini, mayoritas pemerintah desa lebih memfokuskan pada pembangunan fisik ataupun 
infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan jembatan. Jadi kemungkinan aliran Pendapatan 
Asli Desa (PADesa) tidak banyak digunakan dalam alokasi belanja desa bidang 
kesehatan.  
3.4.2 Pengaruh Dana Desa terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan 
Variabel Dana Desa (DD) diketahui         2,523 lebih besar dari         1,971007 
dapat juga dilihat dari nilai signifikansi 0,012<0,05 oleh karena itu H2 diterima artinya 




Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2015), Dana Desa (DD) 
merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
ditujukan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pengalokasian dana desa diharapkan agar dapat 
meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan 
pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan 
pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari 
pembangunan. Dalam meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa 
melalui peningkatan pelayanan publik di desa salah satunya dalam bidang kesehatan. 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia juga mengamanatkan bahwasanya sebagian 
dari Dana Desa harus dialokasikan untuk belanja desa bidang kesehatan. Biasanya 
pengalokasian Dana Desa (DD) untuk bidang kesehatan saat ini di Wonogiri difokuskan 
untuk Polindes, Poskesdes, dan Posyandu. 
3.4.3 Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang 
Kesehatan 
Variabel Alokasi Dana Desa (ADD) diketahui nilai         (-0,733) lebih kecil dari 
       1,971007 dapat juga dilihat dari nilai signifikansi 0,464 > 0,050 oleh karena itu  
H3 ditolak artinya Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
alokasi belanja desa bidang kesehatan. 
Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan anggaran yang diberikan oleh pemerintah 
kepada desa dimana anggaran ini berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber 
dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah 
Kabupaten/Kota untuk setiap desa minimum 10%. Dengan adanya Alokasi Dana Desa 
(ADD) diharapkan dapat membantu desa atau memfasilitasi agar desa tersebut memiliki 
peluang untuk meningkatkan pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des), 
pemberdayaan masyarakat dan dapat membiayai segala urusan pemerintahan. Namun 
sekarang ini Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan sebagai penghasilan tetap misalkan 
untuk gaji Kepala Desa, sehingga tidak ada lagi sisa Alokasi Dana Desa (ADD) untuk 





3.4.4 Pengaruh Jumlah Sarana Kesehatan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang 
Kesehatan 
Variabel Jumlah Sarana Kesehatan diketahui nilai         1,244 lebih kecil dari        
1,971007 dapat juga dilihat dari nilai signifikansi 0,215 > 0,050 oleh karena itu H4 
ditolak artinya Jumlah Sarana Kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
alokasi belanja desa bidang kesehatan.  
Sarana kesehatan merupakan salah satu sarana yang vital. Sarana kesehatan yang ada 
dalam desa seperti Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) diantaranya 
Posyandu, Poskesdes,dan Polindes. Banyaknya jumlah sarana kesehatan di suatu 
wilayah secara tidak langsung menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat. Untuk 
mencapai pembangunan yang berkualitas tentunya diperlukan sumber daya yang juga 
berkualitas, sehingga perlu diupayakan kegiatan dan strategi pemerataan kesehatan 
dengan mendayagunakan segenap potensi yang ada. Dalam penelitian ini Jumlah Sarana 
Kesehatan diproksikan dengan jumlah total atas Polindes, Poskesdes, dan Posyandu. 
Akan tetapi jumlah sarana kesehatan tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan 
terhadap alokasi belanja desa bidang kesehatan dikarenakan sarana kesehatan hanya 
sekali bangun saja jadi untuk kedepannya sekedar pemeliharaan, sedangkan untuk biaya 
pemeliharannya kecil sehingga tidak berpengaruh dan pengalokasiannya tidak 




4.1 Simpulan  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil pengujian hipotesis secara parsial, 
variabel Dana Desa (DD) berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang 
Kesehatan. Sedangkan pengujian hipotesis Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi 
Dana Desa (ADD), dan Jumlah Sarana Kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan. 
4.2 Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dimana memerlukan beberapa 
perbaikan dan pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya, antara lain : 
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1) Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan satu kabupaten 
saja, sehingga tidak dapat menggambarkan secara keseluruhan dari kondisi 
pemerintah Kabupaten Jawa Tengah.  
2) Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan lima variabel yang terkait 
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Lima variabel tersebut terdiri 
dari empat variabel independen  yaitu PADesa, DD, ADD, dan Jumlah Sarana 
Kesehata dan satu variabel dependen yaitu Alokasi Belanja Desa Bidang 
Kesehatan. Sehingga diperlukan adanya tambahan variabel yang terkait lainya. 
3) Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari data Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa (APBDes) bukan dari RealisasiAnggaran, sehingga data yang 
dihasilkan hanya sampai Bulan Juli 2017. 
4.3 Saran  
Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh berbagai pihak terutama yang 
berhubungan dengan masalah Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Berikut 
beberapa saran dari peneliti, antara lain : 
1) Sebaiknya dalam penelitian selanjutnya, dapat menggunakan data lebih dari satu 
kabupaten. Sehingga akan lebih dapat menggambarkan secara luas kondisi 
pemerintah Kabupaten Jawa Tengah. 
2) Sebaiknya dalam penelitian selanjutnya menambahkan variabel independen agar 
lebih mengetahui faktor lain yang dapat mempengaruhi Alokasi Belanja Desa 
Bidang Kesehatan. 
3) Sebaiknya dalam penelitian selanjutnya, peneliti diharapkan menggunakan realisasi 
anggaran agar data yang dihasilkan lebih lengkap. 
4.4 Implikasi 
Pemerintah daerah sebaiknya mengadakan sosialisasi, pembinaan, dan pelatihan 
tentang peningkatan kapasitas Kepala Desa, BPD, perangkat desa,  dan lembaga 
kemasyarakatan lainnya. Pemerintah daerah sebaiknya juga melakukan percepatan 
pembangunan desa. Terutama pada pembangunan sarana dan prasarana demi 
meningkatkan kesehatan masyarakat ataupun pusat pelatihan desa.   
Pemerintah daerah  sebaiknya juga melakukan pengawasan dan pendampingan 
terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa pada umumnya dan tentunya agar 
meningkatkan kegiatan sosialisasi yang terkait dengan dana guna untuk mengedukasi 
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masyarakat desa supaya dana desa bisa lebih dimaksimalkan dalam penggunaannya.  
Pemerintah desa supaya memberikan masukan kepada masyarakat dan lembaga agar  
ikut serta berperan aktif dan berpartisipasi dalam pelaksanaan Dana Desa.  
Pemerintah desa sebaiknya meningkatkan pengelolaan dari hasil kekayaan desa 
seperti hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain 
pendapatan asli desa. Supaya mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Apabila 
PADes dapat ditingkatkan maka desa tersebut juga akan mendapatkan dana pengelolaan 
dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut sehingga dapat terwujud desa yang 
mandiri guna memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas-fasilitas umum di desa 
seperti halnya fasilitas-fasilitas dalam bidang kesehatan. Maka dari itu optimalisasi 
pendapatan asli desa sangatlah penting. 
Pemerintah desa sebaiknya juga mengoptimalkan penggunaan dari Alokasi Dana 
Desa dan Dana Desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah secara 
optimal supaya dapat memenuhi semua kebutuhan dari belanjanya termasuk belanja 
desa bidang kesehatan. 
Pada tahun 2017 pengalokasian dana desa di desa-desa Kabupaten Wonogiri belum 
maksimal. Dapat dikatakan seperti ini karena pemerintah desa masih menjadikan 
pembangunan infrastruktur atau pembangunan sarana dan prasarana desa sebagai 
prioritasnya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang 
menyatakan bahwasanya pemerintah harus mengalokasikan angggaran kesehatan 
sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Akan tetapi belum 
dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh desa-desa di Kabupaten Wonogiri. Oleh 
karena itu pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu membuat 
peraturan serta himbauan guna untuk mendorong dan meningkatkan alokasi belanja 
bidang kesehatan di desa-desa khususnya di Kabupaten Wonogiri.  
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